Menimbang

KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

: a. bahwa dalam rangka penyelamatan dan pelaksanaan
akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat pusat di
daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat (2) Peraturan
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020
tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip Nasional
Republik Indonesia, perlu melakukan penataan
organisasi dan tata kerja Balai Arsip Statis dan Tsunamij;

b. bahwa penataan sebagaimana dimaksud pada huruf a
telah mendapatkan Persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat
Nomor B/465/M.KT.01/2020 tanggal 12 Mei 2020;

c. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia tentang
Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan

Tsunami;
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Menetapkan
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1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5071);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5286);

3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Nonkementerian sebagaimana telah delapan kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER.18/M.PAN/11/2008 tentang
Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian
dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke
Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);

6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Arsip

Nasional Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP
STATIS DAN TSUNAMI.
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Balai Arsip Statis dan Tsunami yang selanjutnya
disingkat BAST adalah Unit Pelaksana Teknis Arsip
Nasional Republik Indonesia yang melaksanakan tugas
akuisisi, pengolahan, preservasi, serta layanan dan
pemanfaatan arsip statis lembaga negara tingkat pusat
di daerah Pemerintahan Aceh dan arsip tsunami.

Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta
arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah
habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan
yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun
tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia
dan/atau lembaga kearsipan.

Arsip Tsunami adalah arsip kegiatan rehabilitasi dan
rekonstruksi akibat bencana gempa bumi dan tsunami
yang terjadi di wilayah Provinsi Aceh dan Kepulauan
Nias Provinsi Sumatera Utara.

Kepala adalah Kepala Balai Arsip Statis dan Tsunami.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2
BAST berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Deputi Bidang Konservasi Arsip.
BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
Kepala.

Pasal 3

BAST mempunyai tugas melaksanakan akuisisi,

pengolahan, preservasi, serta layanan dan pemanfaatan

arsip statis lembaga negara tingkat pusat di daerah

Pemerintahan Aceh dan arsip tsunami.
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Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, BAST menyelenggarakan fungsi:

a.

(1)

(2)

(1)

penyusunan rencana, program dan = anggaran,

pemantauan dan evaluasi serta pelaporan;

. pelaksanaan akuisisi arsip statis lembaga negara tingkat

pusat di daerah Pemerintahan Aceh dan arsip tsunami;
pelaksanaan pengolahan arsip statis lembaga negara
tingkat pusat di daerah Pemerintahan Aceh dan arsip
tsunami;

pelaksanaan preservasi arsip statis lembaga negara
tingkat pusat di daerah Pemerintahan Aceh dan arsip
tsunami;

pelaksanaan layanan dan pemanfaatan arsip statis
lembaga negara tingkat pusat di daerah Pemerintahan
Aceh dan sebagai pusat pembelajaran arsip tsunami; dan
pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan,
perencanaan program dan anggaran serta pelaporan,
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan rumah

tangga.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5
BAST terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur Organisasi BAST sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6
Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan rencana program dan

anggaran, urusan ketatausahaan, kearsipan,



(1)
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administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga, serta evaluasi dan pelaporan di

lingkungan BAST.

Pasal 7
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas jabatan
fungsional Arsiparis dan jabatan fungsional lainnya yang

diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Tiap kelompok jabatan - fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang

pejabat fungsional yang ditetapkan oleh Kepala.

(4) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban

kerja.

(5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana

(1)

(2)

(3)

dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TUGAS DAN PENETAPAN
SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala BAST dibantu oleh
sub-koordinator yang terdiri dari Kelompok Jabatan
Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
Sub-koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok substansi
pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan
tugas.

Penetapan sub-koordinator ditetapkan oleh Pejabat
Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang

berwenang.



BAB V
TATA KERJA

Pasal 9
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BAST harus
menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata
hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi

lingkup BAST.

Pasal 10
Kepala menyampaikan laporan kepada Deputi Bidang
Konservasi Arsip secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai

kebutuhan.

Pasal 11
BAST harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan,
uraian tugas, dan analisis beban kerja terhadap seluruh

jabatan lingkup BAST.

Pasal 12
Setiap unsur lingkup BAST dalam melaksanakan tugasnya
harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi baik dalam lingkup BAST maupun dalam
hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun

daerah.

Pasal 13
BAST harus menerapkan sistem pengendalian intern
pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme
akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan,

pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
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Pasal 14

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab

memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan

memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan

tugas bawahan.

Pasal 15
Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi
pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila
terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah
yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Pasal 16
Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan
mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan
masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara

berkala tepat pada waktunya.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi
harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit

organisasi di bawahnya.

BAB VI
JABATAN

Pasal 18

(1) Kepala BAST merupakan Jabatan Administrator atau
jabatan struktural eselon Ill.a.

(2) Kepala Subbagian di BAST merupakan Jabatan

Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang
ada beserta pejabat yang memangku jabatan berdasarkan
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Balai Arsip Statis dan Tsunami, tetap melaksanakan tugas

dan fungsinya sampai dengan dilantik pada jabatan baru.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala
Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Arsip Statis dan
Tsunami (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 95), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 29 Juni 2020

PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

660818 199203 2 001



LAMPIRAN
PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI ARSIP STATIS DAN

TSUNAMI

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI ARSIP STATIS DAN TSUNAMI

Kepala

Subbagian Tata Usaha
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Sub Koordinator dan
Kelompok Jabatan
Fungsional
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PLT. KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

M. TAUFIK





